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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Tingkatan pemerintahan dalam proses penyelenggaraan urusan 

pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah.1 Yang dimana urusan pemerintahan tersebut ialah 

kewenangan Presiden yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh 

kementerian dan juga penyelenggara oleh Pemerintah Daerah.2  Dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah dituntut agar 

berdasarkan prinsip good governance dalam rangka mewujudkan 

pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat 

dipertanggungjawabkan, serta efektif dan efisien.3  

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, urusan pemerintah dijabarkan secara eksplisit dalam 

norma hukum. Berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis, bahwa 

lingkungan hidup menjadi salah satu bagian dari urusan pemerintahan 

konkuren yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sudah seyogianya

 
1 I Made Fajar; Suharta Pradnyana Nengah, “Dampak Urusan Pemerintahan Konkuren 

Sejak Mulai Diberlakukannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014,” Kertha Negara : Journal Ilmu 

Hukum Vol.7, no. 2 (2019): 1–12, hlm. 2.  
2 Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No.23 Tahun 2014, Lembaran 

Negara Tahun 2014 No.244, Tambahan Lembaran Negara No. 5587, Pasal 1 angka (5). Lihat pula 

definisi Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 

yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah 

untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 
3 Yulia Neta, “Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik Di Daerah 

Otonom Baru,” Fiat Justisia Vol 6, no. 2 (2012): 1–15, hlm. 2. 
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mendapat perhatian khusus dalam rangka perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup semata-mata demi kesejahteraan masyarakat 

sebagaimana makna dari adanya Urusan Pemerintahan.4 

Sebagai Negara hukum, pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan 

urusan  pemerintahan haruslah dibangun dengan legal system yang baik. 

Mengutip pendapat dari Lawrence M. Friedman, bahwa tiap sistem hukum 

terdiri dari 3 (tiga) subsistem, yaitu sub sistem substansi hukum (legal 

substance), sub sistem struktur hukum (legal structure), dan subsistem 

budaya hukum (legal culture).5 Sistem hukum sebagaimana dipaparkan 

diatas masih relevan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang 

mengartikan bahwasanya jaminan pengelolaan lingkungan hidup tidak 

hanya cukup diatur melalui substansi hukum saja akan tetapi struktur hukum 

serta budaya hukum. 

Adapun yang menjadi faktor kunci keberhasilan dari pengelolaan 

lingkungan hidup adalah hadirnya kelembagaan pengelolaan sebagai pilar 

utama administrasi lingkungan hidup.6 Pendapat dari Nancy K. Kubasek 

dan Gary S. Silverman sebagaimana dikutip oleh Suparto Wijoyo 

bahwasanya kelembagaan lingkungan memiliki kewenangan dalam 

membentuk “administrative regulations” dan sekaligus menegakkannya 

 
4 Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat 2 huruf (e). 
5 Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif,” Jurnal 

Yuridis Vol 4, no. 2 (2017): 148–163, hlm.150. dikutip dalam Lawrence M. Friedman, Hukum 

Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih 

Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001, hlm. 6-8. 
6 Muhammad Akib, “Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Era 

Otonomi Daerah,” Jurnal Media Hukum Vol.19, no. 2 (2012): 239–250, hlm. 242. 
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secara administratif, di samping melakukan “administrative activities” 

pengelolaan lingkungan yang nyata.7 Oleh karena itu, kehadiran 

kelembagaan pengelolaan lingkungan baik di pusat maupun di daerah 

memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam melakukan pengelolaan 

lingkungan. Sebagaimana pendapat sarjana Magda Lovei dan Charles 

Weise yang dikutip oleh Suparto Wijoyo telah menegaskan, kelembagaan 

lingkungan dikategorisasi sebagai “the main pillars” dan termasuk “the key 

factors” sistem pengelolaan lingkungan.8 

Keadaan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia 

tidak dapat berdiri sendiri, lahirnya kelembagaan tersebut tentunya tidak 

dapat lepas dari adanya substansi hukum dimana peraturan perundang-

undangan sebagai hulu sedangkan kelembagaan menjadi hilirnya. Berkaitan 

dengan hal tersebut, Muhammad Akib menguraikan bahwasanya 

pengaturan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku saat 

ini tidaklah setegas pengaturan pada saat berlakunya rezim UU No.4 Tahun 

1982 tentang Lingkungan Hidup (UULH-1982) dan UU No. 23 Tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH-1997).9  

Beberapa fenomena pembentukan kelembagaan lingkungan hidup 

sendiri pada realitanya menjadi bentuk reaktif dari pemerintah dalam 

menjawab permasalahan terkait lingkungan hidup. Yang menjadi 

 
7 Suparto Wijoyo, Refleksi Mata Rantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan 

Secara Terpadu (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), hlm. 166. 
8 Suparto Wijoyo, Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Di Daerah 

(Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm.  6. 
9 Muhammad Akib, Hukum Lingkungan: Perspektif Global Dan Nasional, Ed. Revisi. Cet. 

4. (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 97-98. 
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konsekuensi dari terbentuknya kelembagaan tersebut yang juga sebagai 

komponen penting dari lembaga pengelolaan lingkungan hidup ialah 

sumber daya manusia dan juga alokasi anggaran.10 Maka dari itu 

pembentukan kelembagaan sendiri sudah dipastikan akan berimplikasi 

terhadap alokasi anggaran yang apabila tidak dilaksanakan dengan 

mengedepankan prinsip efisiensi hal tersebut tentu akan menimbulkan suatu 

persoalan. 

Kompleksnya kelembagaan lingkungan saat ini ditandai dengan 

banyaknya lembaga yang memiliki fungsi atau setidaknya berkorelasi 

terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lembaga yang 

dimaksud antara lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

Kementerian Sektoral11,Badan Penanggulangan Bencana Nasional/Daerah, 

Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas terkait lainnya. Hal demikian akan 

menimbulkan persoalan dikarenakan dari aspek aturan, sering terjadi 

ketidaksinkronan aturan dalam tataran vertikal antara pusat dan daerah. 

Sedangkan di sisi horizontal, banyak sekali tumpang tindih terkait aturan 

antarsektor seperti sektor kehutanan, pertambangan, pertanian, lingkungan, 

dan pertanahan. Realitas yang ada inilah yang dijadikan alasan oleh para 

pejabat dan aparatur untuk tidak menegakkannya, karena mereka bisa saja 

pada saat yang sama mempermainkannya dengan sesuai keinginan subjektif 

 
10 Inu, “Rendah, Kualitas Pemerintah Mengelola Lingkungan Hidup”, hukumonline, 

(https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt51d4fbe2eefed/rendah--kualitas-pemerintah-mengelola-

lingkungan-hidup/?page=3), Diakses 25 Oktober 2021. 
11 Kementerian sektoral yang dimaksud adalah Kementerian Kelautan, Kementerian 

Perindustrian, Kementerian  Pertanian. 

https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt51d4fbe2eefed/rendah--kualitas-pemerintah-mengelola-lingkungan-hidup/?page=3
https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt51d4fbe2eefed/rendah--kualitas-pemerintah-mengelola-lingkungan-hidup/?page=3
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mereka di lapangan.12 Sehingga persoalan-persoalan tersebut akan 

berpengaruh terhadap aspek efektivitas dan efisiensi dalam urusan 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Atas dasar tersebut rekonstruksi kelembagaan perlindungan dan  

pengelolaan lingkungan hidup yang ada saat ini harus dilakukan agar 

pelaksanaan kelembagaan yang menjadi bagian dari urusan pemerintahan 

akan mencapai tujuan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengulas 

mengenai rekonstruksi kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dalam 

bentuk skripsi yang berjudul “REKONSTRUKSI KELEMBAGAAN 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA 

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut di atas, maka adapun 

rumusan masalah yang akan dibahas adalah: 

1. Bagaimana pola kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di 

Indonesia? 

 
12 Laode M. Syarif and Andri G. Wibisana, eds., Hukum Lingkungan: Teori. Legislasi Dan 

Studi Kasus (Jakarta Selatan: Kemitraan Partnership, 2015), hlm. 31. 



6 

 

 

2. Apa urgensi rekonstruksi kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup 

dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan 

efisien? 

C. Tujuan Penelitian 

Ketika melakukan penelitian haruslah memiliki tujuan yang jelas.  

Tujuan dari dilakukannya penelitian ialah  guna memecahkan suatu 

permasalahan serta menemukan  sebuah solusi dari masalah tersebut agar 

dapat mendatangkan manfaat. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, 

adapun maksud dan tujuan yang dicapai dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pola kelembagaan 

pengelolaan lingkungan hidup  di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa urgensi terhadap rekonstruksi 

kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan 

pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan efisien. 

D. Manfaat Penelitian 

Seperti setiap penulisan pada umumnya yang selalu memberikan 

manfaat dan kegunaan yang juga dapat diambil dari penulisan dalam skripsi 

ini. Adapun manfaat yang dapat kita ambil dari skripsi ini adalah: 

1. Secara akademis teoritis  dapat berguna dalam upaya mengembangkan 

dan pengayaan ilmu pengetahuan hukum dari aspek pemikiran dan 

wacana pengembangan, khususnya mengenai  rekonstruksi 

kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup  baik dari segi peraturan 
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perundang-undangan serta pelaksanaannya dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan. 

2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat berguna sebagai referensi bagi 

kalangan akademisi memberikan evaluasi dan sumbangan pemikiran 

hukum mengenai praktik penyelenggaraan urusan pemerintahan, 

khususnya di bidang  pengelolaan lingkungan hidup terkait keberadaan 

kelembagaannya. 

E. Kerangka Konseptual 

Adapun yang penulis jadikan dasar dalam penulisan skripsi ini ialah 

konsep dan teori sebagai berikut: 

1. Teori Kewenangan 

Menurut F. A. M  Stroink dan J.G. Steenbeek “kewenangan adalah 

hak yang mencakup untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan 

tertentu, serta kewajiban atau tidak melakukan tindakan”, dan H.D Van 

Wijk dan Willem Konijnenbelt tentang cara memperoleh kewenangan yaitu 

kewenangan atribusi,delegasi dan mandat.13   

Menurut pandangan Prajudi Atmosudirdjo kewenangan adalah 

kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau terhadap sesuatu 

bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu. Sedangkan wewenang 

digolongkan hanya onderdilnya saja karena wewenang digunakan untuk 

 
13 F.A.M dan J.G Steenbeek dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cet. 12. 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 102. 
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melakukan suatu tindakan hukum privat atau hukum pribadi (hukum 

perdata).14  

Lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja berpendapat, kekuasaan sering 

bersumber pada kewenangan formal (formal authority) yang memberikan 

wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam suatu 

bidang tertentu.15  Teori ini penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk 

menjawab permasalahan pertama mengenai pola kelembagaan pengelolaan 

lingkungan hidup yang ada saat ini. 

2. Konsep Tindakan Pemerintah 

Konsep mengenai tindakan pemerintah menjadi isu yang dinilai 

sangat penting dalam kajian hukum administrasi negara, bahkan dikatakan 

sebagai konsep utama dalam teori hukum hukum administrasi negara.16 

Konsep “pemerintah” oleh Surianingrat bahwasanya ada indikator terkait 

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan disebabkan eratnya hubungan antara 

pemerintah dengan rakyat (de relatie tussen overheid en bestuur).17 

Sebagaimana pendapat Van Wijk/Konijnenbelt yang dikutip oleh 

Asmuni secara garis besar pemerintah dalam berbagai tindakannya dapat 

berupa tindakan nyata (feitelijkhandelingen) maupun tindakan hukum 

 
14 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 

hlm. 73. 
15 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan 

Nasional. (Bandung: Bina Cipta, t.t), hlm. 4. 
16 Willy Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, ed. Dessy Marliana Listianingsih, 

Cet. 1. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm. 145. 
17 Faried Ali dan Nurlina Muhidin, Hukum Tata Pemerintahan - Heteronom Dan Otonom, 

ed. Aep Gunarsa, Cet. 1. (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 4. 
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(rechtshandelingen).18 Tindakan nyata  merupakan tindakan yang tidak 

memiliki relevansi dengan keadaan hukum dan pula tidak menimbulkan 

akibat hukum, sedangkan tindakan hukum ialah tindakan yang dilakukan 

pemerintah dan sifatnya  dapat melahirkan akibat hukum.19 Berdasarkan  

laporan Komisi Van Poelje pada tahun 1972 bahwasanya tindakan-tindakan 

hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara ialah bertujuan 

menjalankan fungsi dari pemerintahan.20  

Adapun yang menjadi unsur-unsur dari tindakan hukum pemerintahan 

telah diuraikan oleh Muchsan sebagai berikut: 

1) Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya 

sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan 

(bestuurorganen) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri; 

2) Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi 

pemerintahan; 

3) Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan 

akibat hukum di bidang Hukum Administrasi Negara; 

4) Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan 

kepentingan negara dan rakyat.21 

 
18 Asmuni, Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (Malang: Setara Press, 

2017), hlm. 38. 
19 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Ed.Revisi, Cet.12. (Jakarta: Rajawali Pers, 

2016), hlm. 109-110. 
20 SF Marbun and Moh. Mahfud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Cet.5. 

(Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 70-71. 
21 Muchsan, Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan 

Administrasi Negara di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 18-19. Dikutip HR, Hukum 

Administrasi Negara,  hlm. 112-113.  
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Adanya perbuatan pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi dari 

pemerintahan itu sendiri yang dimana bagian dari fungsi pemerintah itu 

ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan 

urusan pemerintahan, pemerintah memiliki instrumen pemerintahan yang 

dijadikan sebagai sarana dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, 

pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum.  

Dalam kerangka negara hukum, penggunaan instrumen yang dijadikan 

sarana oleh pemerintah adalah instrumen yuridis guna melaksanakan 

kegiatan mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan 

kemasyarakatan.22 

Hadirnya Hukum Administrasi Negara yang dijadikan sarana dalam 

penyelenggaraan negara demi tercapainya kesejahteraan rakyat23 

memberikan konsekuensi penerapan perspektif welfare state, pemerintah 

dibebankan kewajiban menyelenggarakan kepentingan umum 

(bestuurszorg) atau memprioritaskan kesejahteraan sosial sehingga 

pemerintah diberi kewenangan untuk campur tangan (saatsbemoeienis) 

dalam kehidupan masyarakat yang telah dibatasi oleh hukum.24 

Berkaitan dengan hal tersebut penyelenggaraan urusan pemerintahan 

telah diatur dalam  Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

 
22 Ibid, hlm. 125. 
23 SF Marbun, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: UII 

Press, 2004), hlm. 14. 
24 HR, Hukum Administrasi Negara, hlm. 133. 



11 

 

 

Pemerintah Daerah.25 Berkaitan dengan hal tersebut kelembagaan menjadi 

suatu hal yang tidak dapat dipisahkan sebagai alat pelaksanaan urusan 

pemerintahan dibidang apapun salah satu bagiannya ialah terkait 

kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup.26  

Konsep ini akan dijadikan sebagai pisau analisis Penulis dalam 

menjawab masalah terkait bagaimana pola kelembagaan pengelolaan 

lingkungan hidup yang efektif dan efisien. 

3. Konsep Good Governance 

Konsep good governance bermula dari munculnya kepentingan 

lembaga-lembaga dunia seperti PBB, Bank Dunia, Asian Development Bank 

dan International Monetary Fund dalam rangka memberi bantuan pinjaman 

modal kepada negara-negara berkembang.27  Konsep tata kelola pemerintah 

yang baik muncul pertama kali dalam dokumen United Nations 

Development Program (UNDP) adalah penggunaan wewenang ekonomi, 

 
25 Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014, Lembaran 

Negara No. 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5587. Menjadi dasar bagian dari 

kekuasaan pemerintahan yang kebijakan terkait penyelenggaraan Urusan Pemerintahan menjadi 

ranah wewenang Pemerintah Pusat. Adapun berkaitan dengan tema penulisan yang diangkat oleh 

penulis ialah termasuk klasifikasi urusan pemerintahan konkuren dan merupakan urusan 

pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yakni berkenaan dengan 

lingkungan hidup kewenangan ini pun dasarnya  yang menjadi urusan dari pemerintah pusat namun  

dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. 
26  Mengenai pengaturan pengelolaan lingkungan hidup yang diklasifikasikan sebagai 

bentuk tindakan pemerintahan dalam melaksanakan urusan pemerintahan tidak lepas dari adanya 

kelembagaan yang muncul dalam menangani hal-hal ataupun permasalahan-permasalahan yang 

muncul dibidang lingkungan hidup. Kehadiran kelembagaan ini muncul dari perencanaan, 

pengaturan, pelaksanaan dibidang lingkungan hidup itu sendiri dalam mendukung tindakan 

pemerintahan menyelenggarakan urusan pemerintahan. 
27 Yudhi Setiawan, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, dan Imam Ropii, Hukum Administrasi 

Pemerintahan : Teori Dan Praktik, ed. Nopi Ayu Cahyanti, Cet.1. (Depok: Rajawali Pers, 2017), 

hlm. 57. 
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politik dan administrasi guna mengelola urusan negara pada semua tingkat 

dalam konteks pemerintahan ialah baik pemerintah pusat maupun daerah.28 

Adapun yang dijadikan indikator keberhasilan dari konsep good 

governance berdasarkan UNDP terdiri dari: 

a. Partisipasi (participation), tiap-tiap warga negara memiliki hak dan 

kewajiban menjadi bagian dalam proses penyelenggaraan negara. 

b. Penegakan Hukum (rule of law), good governance dilaksanakan 

dalam rangka mencapai demokratisasi kehidupan bernegara yang 

dimana penegakan hukum yang adil menjadi syarat tercapainya 

demokrasi itu sendiri. 

c. Transparansi (transparency), semangat keterbukaan terhadap segala 

aspek yang mencakup aktivitas kepentingan publik. 

d. Daya Tanggap (responsiveness), adanya daya tanggap merupakan 

konsekuensi logis dari prinsip keterbukaan menjadikan komponen 

yang penting dalam pembangunan good governance. 

e. Consensus Orientation, adanya good governance sebagai perantara 

memperoleh kebijakan ataupun prosedur yang baik demi kepentingan 

umum diatas kepentingan yang berbeda-beda. 

f. Keadilan (equity), menghadirkan kesempatan yang sama antar warga 

negara dalam memperoleh kesejahteraan. 

g. Effectiveness and Efficiency, proses dan lembaga dapat memiliki 

kesesuaian dan perimbangan antara output dan input yang dihasilkan 

melalui sumber daya yang tersedia. 

h. Akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban yang harus 

dilaksanakan baik oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat 

kepada publik dan lembaga stakeholders. 

 
28 Florensia Manengal, “Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good 

Governance) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,” LEX ADMINISTRATUM Vol 

7, no. 2 (2019): 74–80, hlm 74. 
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i. Visi Strategis, pemerintah dituntut memiliki perspektif good 

governance dalam melaksanakan pembangunan di masa yang akan 

datang.29 

Dalam konsep good governance sendiri  dikenal 3 aktor utama sebagai 

penunjang keberhasilan tujuan dari tata kelola pemerintahan yang baik 

sebagai berikut: 

1) Negara/Pemerintahan: yaitu segala kegiatan kenegaraan, tetapi lebih 

jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan 

masyarakat (civil society organizations). 

2) Sektor swasta: yaitu pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta 

yang aktif dalam interaksi dalam sistem perdagangan, dan juga sektor 

informasl. 

3) Masyarakat: yaitu kelompok masyarakat yang berinteraksi secara 

sosial, politik, dan ekonomi.30 

Pada dasarnya, konsep tata kelola pemerintahan yang baik setidaknya 

memiliki 8 (delapan) kriteria umum, yakni : akuntabilitas, transparansi, 

keadilan, penerapan hukum, efektifitas dan efisiensi, responsivitas, 

pendekatan konsensus dan partisipasi publik.31  

 
29 Setiawan, Hadiatmodjo, dan Ropii, Hukum Administrasi Pemerintahan : Teori Dan 

Praktik, hlm. 59-61 
30 Sahya Anggara, Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, Dan Fakta Dalam 

Upaya Menciptakan Good Governance, ed. Saebani Beni Ahmad, Cet.2. (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2016), hlm. 205. 
31 Willy Riawan Tjandra, Praksis Good Governance (Bantul: Pondok Edukasi, 2006), hlm. 

1. 
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Keberlakuan dari konsep good governance menghendaki salah 

satunya bahwa suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang 

efisien.32 Sedangkan efektivitas dimaksudkan bagaimana cara pemerintah 

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan target, sasaran, dan tujuan yang 

dikehendaki dapat tercapai dengan semestinya. Efektivitas juga harus 

didukung dengan responsive yang baik oleh pemerintah dalam menjawab 

permasalahan hukum yang ada. Sedangkan efisiensi yakni berkaitan dengan 

bagaimana input dan output itu dapat seimbang, dalam hal ini korelasinya 

dengan penggunaan anggaran dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan.33 Pertimbangan penggunaan aspek efisiensi biaya melalui 

suatu pendekatan ekonomi tentunya akan mempengaruhi efektivitas hasil 

yang dicapai dari suatu kebijakan yang berlaku.34  

Konsep ini akan dielaborasikan oleh Penulis sebagai pisau analisis 

untuk menjawab masalah terkait pola kelembagaan pengelolaan lingkungan 

hidup dan juga urgensi rekonstruksinya. 

4. Konsep Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Bertolak dari pendapat dari Oppenheim bahwa hukum administrasi 

negara mengkaji negara dalam keadaan bergerak (staat in rust).35 Jika 

berbicara mengenai staat in rust maka dalam proses penyelenggaraan 

 
32 Juniarso Ridwan and Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara Dan 

Kebijakan Pelayanan Publik, ed. Agus Salim and Mathori A Elwa, Cet. 1. (Bandung: Nuansa, 2010), 

hlm. 81-82. 
33 Manengal, “Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.", hlm. 76. 
34 Syarif and Wibisana, Hukum Lingkungan: Teori. Legislasi Dan Studi Kasus, hlm. 162. 
35 Philipus M. Hadjon et al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press, 1994), hlm. 22. 
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negara tersebut maka dalam menjawab permasalahan terkait 

penyelenggaraan negara diperlukan melalui pendekatan sistem hukum 

administrasi negara yang menjadi komponen terpenting.36 Apabila kita 

berbicara mengenai sistem maka mengarah pada pendapat dari Lawrence 

Friedman yang membagi sistem hukum kedalam tiga sub-sub sistem yakni: 

Legal Substance (substansi hukum), Legal Structure (struktur hukum), serta 

Legal Culture (budaya hukum).37  

Berawal dari diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi Stockholm 

tentang Lingkungan Hidup Manusia, setidaknya telah memberikan 

pengaruh terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.38 

Beranjak dari hal tersebut perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

secara substansi hukum telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.39 Bahwa 

undang-undang telah mendefiniskan mengenai perlindungan dan 

pengelolaan lingdup sebagai berikut: 

 “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah 

upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk 

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah 

terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

 
36 Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cet.1. (Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 12. 
37 Lawrance M. Friedman, American Law: An Introduction (New York: W.W. Norton 

Company, 1984), hlm. 5-7. 
38 Deni Bram, Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Cet. 1. (Malang: Setara 

Press, 2014), hlm. 40-41. Pengaruh tersebut terlihat pada perhatian terhadap masalah lingkungan 

yang ada di Indonesia yaitu dengan menyusun peraturan perundang-undangan beserta kebijakan dan 

program sektoral pada pembangunan nasional Pelita I (1969-1974). 
39 Sejatinya rezim pengaturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

yaitu UU Nomor 32 Tahun 2009 mengatur secara komprehensif business process dari perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri: (a) perencanaan; (b) pemanfaatan; (c) pengendalian; 

(d) pemeliharaan; (e) pengawasan; dan (f) penegakan hukum.  
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yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 

pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”40 

Berdasarkan materi muatan yang terkandung dalam UU No.32 Tahun 

2009 ini berbeda dengan peraturan sebelumnya yakni UU No.23 Tahun 

1997 yang lebih menekankan pada penataan dan penegakan hukum. 

Sedangkan pada UU No.32 Tahun 2009 memiliki penekanan yang lebih 

komprehensif yang didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam menjawab 

permasalahan lingkungan hidup harus didekati secara komprehensif mulai 

dari hulu hingga hilir, yakni mulai dari perencanaan hingga penegakan 

hukum.41 

Selanjutnya, materi muatan pada UU No.32 tahun 2009 secara tegas 

mengatur peran dari 3 aktor utama yang memiliki korelasinya dengan tata 

kelola pemerintahan yang baik yakni pengaturan mengenai peran dari 

negara, privat sektor, dan juga masyarakat. Pada dasarnya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup menuntut pengembangan suatu sistem yang 

terpadu berupa kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas serta 

konsekuensi dari pusat hingga daerah.42  

 
40 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 

32 Tahun 2009, Lembaran Negara No. 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 5059, 

Pasal 1 angka 2. 
41 Henri Subagiyo et al., Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Cet. 1. (Jakarta Selatan: ICEL, 2014), hlm. 24. 
42 Lihat Penjelasan Umum angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
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Berkaitan dengan hal tersebut dalam merumuskan kebijakan hukum 

lingkungan secara nasional, tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran atau 

lahirnya suatu kelembagaan dalam menunjang pelaksanaan kebijakan 

tersebut. Fungsi kelembagaan lingkungan hidup merupakan implikasi logis 

atas arah kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu 

sendiri. Semakin kuat dan luas lingkup pengaturan kebijakan tersebut, maka 

semakin membutuhkan kelembagaan yang kuat, baik dari sisi bentuk, fungsi 

yang diembang, maupun hubungan antar kelembagaan lainnya.43 

Kebijakan lingkungan hidup nasional yang dilakukan oleh pemerintah 

dalam rangka mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup, yang dimana UU No.32 Tahun 2009 telah memberikan legitimasi 

kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dalam 

pelaksanaannya pun kelembagaan sebagai penunjang kebijakan tersebut ada 

dalam tataran pusat maupun daerah.44 Hadirnya kelembagaan pengelolaan 

lingkungan hidup dinilai sangat penting dalam mencapai keterpaduan 

(integrating), sinkronisasi dan simplifikasi dengan mengoptimalkan fungsi 

koordinasi dalam kelembagaan tersebut.45 

 
43 Subagiyo et al., Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hlm. 169. 
44 Syarif and Wibisana, Hukum Lingkungan: Teori. Legislasi Dan Studi Kasus, hlm. 122-

123.  Lihat Pula Pasal 63 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. Telah membagi apa yang menjadi kewenangan dari pemerintah Pusat dan juga Pemerintah 

Daerah baik pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
45 N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan, Ed. Revisi, Cet.2. (Jakarta: Pancuran Alam, 2009), 

hlm. 107. 
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Konsep ini akan dielaborasikan oleh penulis sebagai pisau analisis 

untuk menjawab masalah terkait pola kelembagaan pengelolaan lingkungan 

hidup dan juga urgensi rekonstruksinya. 

F. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup dalam penulisan ini akan dibatasi oleh penulis 

dengan tujuan agar penulisan penelitian ini akan menjadi lebih jelas, 

terstruktur, dan tidak menyimpang dari judul dan rumusan masalah yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini penulis menitik beratkan ruang 

lingkup penelitian pada pola atau sistem kelembagaan pengelolaan 

lingkungan hidup menggunakan perspektif efektivitas dan efisiensi dalam 

proses penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urgensi gagasan 

merekonstruksi peran kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup agar 

tercapai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang efektif dan 

efisien. 

G. Metode Penelitian 

Penelitian hukum sejatinya suatu kegiatan ilmiah yang disandarkan 

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan cara menganalisis 

guna menyikapi dan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum 

tertentu.46 

 
46 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 

2007), hlm. 38. 
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Metode penelitian dianggap suatu hal yang sangat penting sebagai 

penunjang tercapainya tujuan penelitian guna mencapai suatu kebenaran 

secara sistematis, metodologis dan konsisten.47 Oleh karena itu dalam 

penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Adapun berdasarkan dari tujuan penelitian, jenis penelitian hukum 

yang akan digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian normatif  

yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum sekunder,48 yang 

mengacu kepada asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi 

hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.49 Penelitian ini  

merupakan penelitian hukum yuridis normatif, ialah penelitian yang 

meletakkan pemahaman terhadap permasalahan norma yang  dialami oleh 

ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, 

merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), 

dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial).50 Pendekatan yuridis 

normatif bertujuan guna mendekati permasalahan yang sedang diteliti 

dengan menggunakan sifat hukum normatif.51 

Melalui penelitian yuridis normatif ini,  penulis akan menguraikan, 

atau menggambarkan secara komprehensif mengenai rekonstruksi 

 
47 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta Barat: Sinar Grafika, 2010), hlm. 17. 
48 Soejono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 56. 
49 Ibid, hlm. 55. 
50 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori 

Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 84. 
51 Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum 

(Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 60-63. 
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kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka efektivitas dan 

efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan. 

2. Metode Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut: 

a) Pendekatan undang-undang (statute approach) 

Penggunaan pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara 

menelaah semua undang-undang dan peraturan yang memiliki 

keterkaitannya dengan isu hukum yang sedang dilakukan oleh 

penulis. Manfaat dari penggunaan pendekatan undang-undang ini 

ialah menganalisis apakah antara peraturan perundang-undangan 

memiliki konsistensi dan kesesuaian yang diharapkan dalam proses 

pembentukannya.52 

b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Penggunaan pendekatan konseptual ialah dengan cara membangun 

suatu konsep yang berada dalam alam pikiran penulis. Hal tersebut 

tentunya bukan hanya khayalan semata melainkan terinspirasi dari 

pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang dikembangkan 

oleh para ahli hukum.53 Melalui pendekatan ini penulis 

menggunakan konsep tindakan pemerintah, konsep tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance), dan konsep sistem 

 
52 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 13. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133. 
53 Ibid, hlm. 177-178. 
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pengelolaan lingkungan hidup yang akan dihubungkan dalam rangka 

efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Guna mendukung pemecahan suatu permasalahan atau isu hukum 

yang penulis angkat dalam penelitian ini, penulis memerlukan sumber-

sumber yang nantinya akan dijadikan bahan penelitian hukum yang dapat 

dibagi menjadi  bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer disebut juga sebagai bahan hukum yang 

bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas yang keterkaitan 

langsung dengan apa yang dijadikan obyek penelitian. Adapun 

bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, 

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan 

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.54 Sehingga bahan 

hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini meliputi: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, tentang Kementerian 

Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4916), 

 
54 Ibid, hlm. 181 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573), 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana dilakukan perubahan kedua yakni 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679), 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5888), 
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6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 

Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan 

Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, 

7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan 

Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Tahun 2018 Nomor 412) 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan serta pemahaman lebih mendalam dari bahan hukum 

primer yang digunakan yaitu buku-buku teks ilmu hukum dibidang 

hukum administrasi negara dan buku terkait hukum lingkungan, 

hasil penelitian dalam jurnal-jurnal hukum serta doktrin-doktrin 

dibidang hukum.55 Bahan-bahan sebagaimana diurai diatas yang 

memiliki relevansi dengan topik yang diangkat, akan dijadikan 

sebagai bahan hukum sekunder oleh penulis. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum yang berupa kamus, ensiklopedia hukum dan 

sebagainya guna memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap 

 
55 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cet.1. (Mataram: Mataram University Press, 

2020), hlm. 61. 
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bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder disebut 

sebagai bahan hukum tersier.56 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan-bahan hukum 

melalui studi kepustakaan (library research) pada penelitian ini yaitu 

dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, mempelajari, dan mengutip 

data yang diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal-jurnal, kamus hukum dan 

buku-buku yang mendukung dengan penelitian ini.57 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Hasil data yang diperoleh dari studi kepustakaan bahan hukum yang 

diuraikan serta dikorelasikan sehingga dapat paparkan, kemudian di analisis 

dengan beberapa uraian mengenai cara-cara yang menggambarkan 

bagaimana suatu bahan dapat dianalisis dan apa saja manfaat dari bahan 

yang terkumpul yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan di 

dalam sebuah penelitian.  Adapun teknik analisis hukum yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian 

yang menghasilkan analisis deskriptif.58 

 
56 Ibid, hlm. 62. 
57 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), hlm. 81-84. 
58 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3. (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 

33.  
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Adapun teknik penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dalam 

penulisan skripsi ini adalah deduktif,  yang berarti memakai cara berpikir 

yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik 

kesimpulan secara khusus.
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